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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 2 Halaman. Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pkl 

P E N E T A P A N 

Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pkl 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan; 

 Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan 

Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pkl tanggal 25 November 2021 tentang 

penunjukan Majelis Hakim yang berwenang mengadili perkara ini; 

 Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pkl 

tanggal 25 November 2021  tentang penetapan hari sidang perkara ini; 

 Setelah membaca Surat Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pkl tanggal 

24 November 2021; 

 Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 

48/Pdt.G/2021/PN Pkl tanggal 18 Januari 2022, yang ditandatangani 

Penggugat dan Kuasanya; 

 Setelah mendengar Permohonan Pencabutan Surat Gugatan  Nomor 

48/Pdt.G/2021/PN Pkl dari Kuasa Penggugat yang disampaikan secara 

lisan dalam persidangan tanggal 18 Januari 2022; 

 Setelah membaca Berita Acara Persidangan Perkara Gugatan Nomor 

48/Pdt.G/2021/PN Pkl tanggal 18 Januari 2022; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan lisan Kuasa Penggugat 

tentang pencabutan perkara dan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan 

Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pkl tanggal 18 Januari 2022, dari Penggugat Prinsipal 

dan Kuasa Penggugat tersebut, pencabutan Surat Gugatan dengan alasan akan 

memperbaiki surat gugatan karena kurang sempurna dan perlu diadakan 

perubahan pada posita dan petitum; 

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan tersebut merupakan hak 

Penggugat dan tidak pula bertentangan hukum, serta selama persidangan Pihak 

Tergugat tidak pernah hadir; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas, maka tidak ada halangan atau alasan yang dapat menghalangi 

Penggugat mencabut surat gugatannya tersebut, untuk itu terhadap 

permohonan pencabutan tersebut patutlah dikabulkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo dicabut, maka diperintahkan 

kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari buku 

register, dan kepada Penggugat pula dihukum untuk membayar biaya perkara; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 dari 2 Halaman. Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pkl 

Mengingat Pasal 271 RV, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 dan ketentuan Perundangan yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N E T A P K A N 

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Surat Gugatan Penggugat; 

2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pkl dihentikan; 

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk 

mencatat pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN 

Pkl dari buku Register perkara tersebut; 

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp  

600.000,00(enam ratus ribu rupiah); 

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, 

oleh kami, Muhammad Taofik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elin Pujiastuti, 

SH., MH. dan Budi Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, 

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu 

juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, 

dibantu oleh Ria Soraya, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan 

Negeri Pekalongan, dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa kehadiran 

Tergugat. 

Hakim Anggota,  Hakim Ketua, 

 

Ttd        Ttd 

ELIN PUJIASTUTI, S.H., M.H   MUHAMMAD TAOFIK, S.H 

 

 Ttd 

BUDI SETYAWAN, S.H 

Panitera Pengganti, 

Ttd 

 

RIA SORAYA, S.H 

Perincian Biaya :    

1. Pendaftaran :   Rp.     30.000,- 
2. Proses ATK :   Rp.     75.000,- 
3. Panggilan :   Rp.   455.000,- 
4. PNBP  :   Rp.     20.000,- 
5. Redaksi :   Rp.     10.000,- 
6. Materai :   Rp.     10.000,-   + 

           Jumlah   :  Rp.  600.000,- (enam ratus ribu rupiah); 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2


